WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)

Mengingat: 1.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala daerah
wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang
dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara yang telah disetujui bersama antara Pemerintah
Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada
tanggal 27 November 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3711);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 3);




Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
dan
WALI KOTA TARAKAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana
teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan
pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran  pendapatan daerah  direncanakan  sebesar
Rp949.815.138.791,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan
miliar delapan ratus lima belas juta seratus tiga puluh delapan
ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah), yang bersumber
dari:

a. Pendapatan asli daerah,;
b. Pendapatan transfer; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
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Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar

Rp90.293.602.012,00 (sembilan puluh miliar dua ratus

sembilan puluh tiga juta enam ratus dua ribu dua belas

rupiah), yang terdiri dari atas:

a. Pajak daerah,;

b. Retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
dan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp54.472.097.012,00 (lima puluh

empat miliar empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan

puluh tujuh ribu dua belas rupiah).

Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp9.790.755.000,00

(sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh

ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan

sebesar Rp8.300.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus juta

rupiah).

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

Rp17.730.750.000,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus tiga

puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b direncanakan sebesar Rp824.605.836.779,00
(delapan ratus dua puluh empat miliar enam ratus lima
juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh
puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. Pendapatan transfer antar daerah.

Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp760.498.742.181,00 (tujuh ratus enam puluh miliar
empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus
empat puluh dua ribu seratus delapan puluh satu rupiah).
Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp64.107.094.598,00 (enam puluh empat miliar seratus
tujuh juta sembilan puluh empat ribu lima ratus sembilan
puluh delapan rupiah).




(1)

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar

Rp34.915.700.000,00 (tiga puluh empat miliar sembilan

ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri

atas:

a. Pendapatan hibah;

b. Dana darurat; dan

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam

miliar rupiah).

Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

direncanakan sebesar RpO (nol rupiah).

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ direncanakan sebesar Rp28.915.700.000,00 (dua

puluh delapan miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh

ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan
sebesar Rp1.004.557.185.196,00 (satu triliun empat miliar lima
ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh lima ribu
seratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a.
b.
g.
d.

(1)

Belanja operasional;
Belanja modal;

Belanja tidak terduga; dan
Belanja transfer.

Pasal 8

Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar
Rp756.866.938.693,00 (tujuh ratus lima puluh enam miliar
delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga
puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah),
yang terdiri atas:

Belanja pegawai;

Belanja barang dan jasa;

Belanja bunga;

Belanja subsidi;

Belanja hibah; dan

Belanja bantuan sosial.
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Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp449.979.221.703,00 (empat ratus
empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh
sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus
tiga rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp239.751.938.541,00
(dua ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh
satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus
empat puluh satu rupiah).

Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar RpO (nol rupiah).

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar RpO (nol rupiah).

Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp64.861.415.762,00 (enam puluh
empat miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat
ratus lima belas ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp2.274.362.687,00 (dua
miliar dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam
puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 huruf b direncanakan sebesar Rp232.690.246.503,00 (dua
ratus tiga puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh juta
dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah),
yang terdiri dari atas:

a. Belanja modal tanah;

b. Belanja modal peralatan dan mesin,;

c. Belanja modal bangunan dan gedung;

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan

f. Belanja modal aset tidak berwujud.

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp4.932.937.178,00 (empat
miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus
tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).
Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan  sebesar
Rp36.588.962.167,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus
delapan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh dua
ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp77.733.316.746,00 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus
tiga puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus
empat puluh enam rupiah).




(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp113.100.030.412,00 (seratus tiga belas miliar seratus juta
tiga puluh ribu empat ratus dua belas rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan  sebesar
Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah).

(7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar RpO (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00
(lima belas miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak
terduga.

Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar RpO (nol rupiah),
yang terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil; dan
b. Belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar RpO (nol rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RpO (nol rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021
direncanakan sebesar Rp54.742.046.405,00 (lima puluh empat
miliar tujuh ratus empat puluh dua juta empat puluh enam ribu
empat ratus lima rupiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar
Rp70.742.046.405,00 (tujuh puluh miliar tujuh ratus
empat puluh dua juta empat puluh enam ribu empat ratus
lima rupiah), yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya;

b. Pencairan dana cadangan;

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. Penerimaan pinjaman daerah;
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e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp70.742.046.405,00 (tujuh puluh
miliar tujuh ratus empat puluh dua juta empat puluh enam
ribu empat ratus lima rupiah).
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar RpO (nol rupiah).
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar RpO (nol rupiah).
Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar RpO (nol rupiah).
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar RpO (nol rupiah).
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar RpO (nol
rupiah).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar
Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah), yang
terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan;

Penyertaan modal daerah;

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
Pemberian pinjaman daerah; dan

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar RpO (nol rupiah).
Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).
Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar RpO (nol rupiah).

Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar RpO (nol rupiah).
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar RpO (nol
rupiah).

o oo o
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Pasal 15

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan
anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya
surplus/(defisit) sebesar (Rp54.742.046.405,00) (lima
puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh dua juta
empat puluh enam ribu empat ratus lima rupiah).
Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan
direncanakan sebesar Rp54.742.046.405,00 (lima puluh
empat miliar tujuh ratus empat puluh dua juta empat
puluh enam ribu empat ratus lima rupiah).

Pasal 16

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
dengan peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan
dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan
dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah
Kota Tarakan tahun anggaran 2021.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat
mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia
dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.




Pasal 17

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum

dalam

Lampiran

yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Tarakan ini terdiri
dari:

1.

10.

11,
12.

13.

14.

15.
16.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX
Lampiran X

Lampiran XI
Lampiran XII

Lampiran XIII

Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI

Ringkasan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok dan Jenis
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Ringkasan APBD yang Diklasifikasi
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi;
Rincian APBD
Pemerintahan Daerah,
Program, Kegiatan, Sub
Kelompok, Jenis Pendapatan,
dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub
Kegiatan Beserta Keluaran;

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan
SPM;

Sinkronisasi Program
dengan Rancangan APBD;
Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan
Rancangan APBD;

Sikronisasi Program Prioritas Nasional
dengan Program Prioritas Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan
Investasi Daerah Lainnya,;

Daftar Perkiraan Penambahan

Urusan
Organisasi,
Kegiatan,

Belanja,

menurut

pada RPJMD

dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset
Lain- Lain;

Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multi
years);

Daftar Dana Cadangan; dan

Daftar Pinjaman Daerah.




Pasal 18

Wali kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan

pada tanggal 30 pesember 2020
WALI KOTA TARA ,

KHAyLUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

— A%

A. HAMID

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2020 NOMOR 61

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA :
(61/10/2020)




IV L1:6 "120T/ST/1

8LL'LE6CEY yeue| [epo eluejeg LOC'S
€05°9v2°069°C€e TVYAOW VINV13g A
1L89¢9¢EvLCC leisos uenjueg efueag 90°L’S
¢9L'SL¥ 19879 yeqiH efuejag SO'L'S
LPS'8E6°LGL6EC esef uep bueleg eluejog co'L’s
€0L'Lec6Le 6 lemebad efuejog LO'L'S
€69°8€6'998°9SL 1ISVd3d0 VINV13g9 'S
VINV139 S

L6L'8EL'SLB6V6 uejedepuag yejuny
00000251682 uebuepun-Huepuniad ueiniesad uenjualay uebuap rensag uejedepusd uie|-uie] SOEY
000°000°0009 yeqiH uejedepuad LOEY
000°00L°SL6'VE HVS SNVA HVd3Vd NVLVdVAN3Id NIVI-NIV1 12 4
869760 L0L'V9 Yelae(Q Jejuy Jajsuel] uejedepusq c0cvy
L8L¢¥.L86%09L Jesnd yejuLawad Jajsuel| uejedepusd LOCY
6LL°9€8°509'¥¢Z8 dIASNVYL NVLVdVAN3d 4 4
000°0SL°0€LLL yes buek gvd ure|-uteq 140 %
000°000°005°8 ueyyesidig bueh yesseq ueelexay ueejojpbuad |iIseH oLy
000'S52°06L°6 yelseq Isnquisy 0Ly
cL0'L60CLY¥S Yeusaeq eled LO'L'Y
2L0'209°€62°06 (avd) HY43va ISV NV1VdVAaN3id 'y
HVYd3vd NV1VdvaN3id 14

yejwnr uelein apoy

1202 NVIVDONVY NNHVL

NVVAVISINId NVA ‘'VFNV139 ‘NVLVdVAN3id

SINIr Nvad XOdWOTI LNUNNIN ISYIIHISYVIIIA OSNVA A9dV NVYSVIONIY

NWYIVIVL V1O

020¢ Jeqwissaqg 0¢
0c¢Oc unyel 0L

ueele| B}0Y Yesae(] ueiniesdd

NGRS/ [ S5/ 1/pqde/ | 7oz /ueaidwe]Ae8png urew yeasep/pi-o3- Lisepuaway pdis uee.e);/:sdny

|lebbue]
JOWON
| uesidwen

gJol

AddyV 1 uedidweT - yesoe(J UByRIuLIOWS ISLUWIOU] WI)SIS




8LI'LEG'TEGY yeue], [epojy eluejog 10T
€0S°9%T 069 TET TVAOW VINVTdd (ol
L89°TIEVLT'T [eso§ uemueq eluejog 90°1°S
TLSIH 19849 yeqry eluejog SOI°S
7S 8€6° 1SL'6ET ese[ uep Suereq efluejog 0TS
€0L'1TT6L6 6V remesod eluejog 10'1°S
£69'8€6'998°9SL ISVYAdO VINVTdd 16
VINVTdd S

16L°8€1°SI8°6V6 uejedepuod yejung
OOOOOBW—@MN :mwcmﬁcDuwcﬁU:_\:Dn— :mb:ﬁuu& Emzucouov_ :mw:uU Ezmom :wﬁ&mﬁcum EN_L:NJ momw
000°000°000°9 yeqry uejedepuod 10°€Y
000°00L"ST6'V€ HVS ONVA HVIAVA NVIVJVANGd NIV T-NIV'T 34
86S¥60°L0T +9 JeIoR(] Jejuy Jojsuel] uejedepuod 0Ty
181°CPL 861" 09L Jesng YeIuLISWOJ Jojsuel ], uejedepud 10Tt
6LL'9€8°S09' T8 AIISNVIL NVILVIVANAd 44
000°0SL'0EL LI yeg Suek (Ivd ure[-ure’] YOIy
000°000°00€°8 ueyyesidiq Suek yeioe(q ueededoy] uee[o[oduod [ISeH €OI'Y
000°SSL'06L°6 YeIOR(] 1SNQLINY 0Ty
TI0°L60 LY ¥S yesee(] yeled 101¥
T10°209°€67°06 (avd) HV¥Avd I'ISVY NV.LVdVANdd 8%
HVIAvd NVILVdVANAd 14
yejung uerein) poy

TZ0Z NVYVOONV NNHVL

NVVAVISW3d Nva ‘VINV13I8 ‘NVLvdvaN3id
SINIr NVa XOdINOT3IN LNYNNIN ISWIIFISVINIA DNVA A9dV NVSWIONIY

NWIVHYVL V1O
0207 1Pquesa 0§ - [e33ue]
0cocunyel I - JOWwoN
ueyeJe] eJOY Yeloe(] ueinerdd [ ueaidurer]

“INGNIUMAS/ 1 §6/1/pqde/1 zoz/uendwe]1o8png urew/yessep,/pr-og- udepusway pdis ueyerey//:sdny agdy 1 uendwe] - yeise(] UBYRIULISWJ ISBULIOJU] WIISIS




eyeIe] €IONI[BA

0 ueeuddIo¢g unyeJ yeide( Cmuwwwé :mm\nﬁﬂ_\cum— YIgqaT esIS mnc

SOV 9v0'THL ¥S O)ON ueeARIqUIS]

OO0.000‘OO0.0_ :mm%m_ﬂaun_ :wbm:_owzu& gejunf

00000000091 yesoe( [EPON UBBHOAUS] 20°T9

00000000091 NVVAVIGNAd NVIVNTIONA 9

SO¥'9Y0°THL 0L ueeAeIquIoJ UBBWILIAUSJ Ye[uwn(

SOV 9¥0°THL 0L eAUWN[oqag unye |, uere33uy uedumiyiod yIqa esig 10'1°9

SOV 9v0'THL 0L NVVAVISNTd NVVINTIANDd 19
NVVAVIGNAd 9

(SOY"9v0 THL ¥S) (nsyaq)/sniding [ejo,

961°S81°LSS 00 eluepog yejung

000°000°000°S 1 e3np1a] Yepl] eluepg 10°€°S

000°000°000°S T VON@IAL AVALL VINVTAd €°C

000°000°S€€ eAuure] dejo] 1oy [epojA eluejog S0TS

1P 0€0°001° €11 1se3u] uep ‘ueSuLref ‘uefe[ [epojy eluejog Y0'T'S

VL IIEEEL'LL ueundueq uep Sunpan [epojy eluejog €0TS

L91°796 885 9¢ UISO]A] UBp ueje[e1nd [epojy eluejog 0TS

TZ0Z NVYVOONY NNHVL
NVVAVISN3d NVA ‘VINV138 ‘NVL1VdVAN3d
SINIM NVA XOdINOTIN LNYNNIN ISYAIHISYINIA DNVA A9dV NVSVIONIY

NWIVHVL V1O
0207 Pquasyd 0 - [e33ue ],
0coc unyel o1 - JOWON
ueyeIe] 810y YeIOR(] UBINBIO] [ ueardwe]

“INGHIUMAS/ 1 66/1/pqde/ 1 Zoz/uendure))o8pnq /urew/yessep/pr oS- Lidepuswoy pdis-ueyerey//:sdpy

dgdyv 1 uendweT - yeide(] UBYRIULIOWSJ ISBWIOJU] WIJSIS




	NPSCN001.pdf
	NPSCN002.pdf
	NPSCN003.pdf
	NPSCN004.pdf
	NPSCN005.pdf
	NPSCN006.pdf
	NPSCN007.pdf
	NPSCN008.pdf
	NPSCN009.pdf
	NPSCN010.pdf
	NPSCN011.pdf
	NPSCN012.pdf
	NPSCN013.pdf
	NPSCN014.pdf
	NPSCN015.pdf
	NPSCN016.pdf

